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WALIKOTA PEKALONGAN 

.PROVI-NSI -JAWA TENGAH 

PERATlJRAN WAUKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 14 TAHUN 2016 

TENT-ANG 

KEBUTlJHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PlJPlJK BERSUBSIDI 

UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TlJHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan 
Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam 
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas 
pertanian; 

h. -bahwa untuk -me-ningkatkan ke-mampuan petani 
dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan 
subsidi pupuk; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, .perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan 
Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian 'Tahun Anggaran 2016; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Repubtik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentan-g 
Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
l?J~ ~~~t -~ ~ l~~ ~~1 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
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.Pembentukan Kota-k-0ta Besar -dan Kota-kota -Ketjil -di 
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Rwµ~li~ ln~l~ Nqrn9r ~SH; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Ta.bun 2014 ten.tang Perubahan Atas Uiidang-Uadmg 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
~Lembaran Negara Republik lndone-sia Tahun 2-014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1988 
Norn.or 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

Memperhatikan : Per-aturan Gubemur.Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 
tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa 
T~ T~µp Pm~~ ~ l~; 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN 
ttAffQA E½~~N T~!ITl~GµI ?µPU~ El~~SfJl:l~IPI JJNTUK 
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PEKALONGAN TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

BABI 
KET-ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratur-an Walikota ini yan-g dimaksud dengan : 

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, 
.fisika .dan/atau biologi dan .merupakan -hasil industri .atau pabrik 
pembuat pupuk. 

2 . Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran 
hewan dan/ atau bagian hewan dan/ atau limbah organik lainnya yang 
telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya 
-dengan -bahan -mineral dan/atau -mikr-0ba, yang be-rmanfaat -untulc 
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•meningkatkan kandungan hara <ian hahan -0rganik •tanah ·Serta 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

3-. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai 
dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai 
produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 

4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan 
penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan 
kelompok tani dan/atau petani di •sektor pertanian. 

5. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi 
per kota yang dihitung berdasar.kan .usulan dari Walikota .atau .Di11as yang 
membidangi sektor pertanian di Kota. 

6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk 
Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang 
ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 

7. 

8. 

9. 

•Sektor .P.ertanian -adalah -sektor yang -berkaitan -dengan hudidaya -tanaman 
pangan, hortikuitura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya 
ikan dan/ atau udang. 

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan 
budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 

Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang 
mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan 
luasan tertentu. 

10. Kelompok tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak 
y.ang .dibentuk .atas dasar kesamaan kepentingan-, kesamaan -sosial, 
ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk 
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 

11. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang 
ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk 

1-2. -Penyalur -di -Lini HI .adalah -Distributor -sesuai ketentuan .P.er-aturan -Menteri 
Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pup~k Bersubsidi Untuk 
Sektor Pertanian yang berlaku. 

i3. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan 
Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 
·Bersubsidi Untuk Sektor ·Pertanian yang berlaku. 

14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat 
RDKK adalah renc-ana kebutuhan Pupuk Ber-subsidi untuk satu -tahun 
yang disusun berdasarkan m~syawarah anggota kelompok tani yang 
merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok 
tani a11ro. J>-enyatur :sanma pel'tanilm. 

15. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP 
·a:dala.b wa:dah koordinasi in-stansi terkait rl:a:larn pengawa:san pupuk rl:an 
pestisida yang dibentuk oleh Walikota. 
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16. Dir-ektur -Jendral -adalah .Pejabat -Eselon 1 -di -Linglru-ngan -Kementerian 
Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesu~ 
ketentuan peraturan perundangan. 

i 7. Dinas adalah Instansi yang mendukung pertanian, perkebunan, 
petemakan dan/ atau perikanan di Kota . 

BAB II 
JENIS PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 2 

-(1) -Pupuk -Bersubsidi -ter-diri -atas -Pupuk -An-organik -dan Pupuk Organik yang 
d.iprQduksl dfro/ ~.tau d.iadakan oleh Pela:ksana Subsidi Pupuk. 

-(2} Pupuk An-ocganik sebag.aimana dimaksud pada ayat ~l} terdiri atas- Urea, 
SP-36, ZA dan NPK. 

-BABUI 
PERUN!fUKAN r>AN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIE>I 

P-asal-3 

(1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan/atau petambak yang 
1:elah berga.bang tla:lam ·1re1ompnk 1:ani mm ·menyusu.n ·RDKK, :denga:n 
ketentuan sebagai be-rikut: = = " 

a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan -sesuai 
yang diusahakan s~tiap mlJ.sim tanam. 

b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan 
dcngan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; 
atau 

-c. Petambak dengan tot:al luasan mak-simal l fsatu} hektar -setiap musim 
tanam . 

. (2) Pupuk ber.subsidi .sebagaimana yang dimaksud pada .ay:at -( l}, tidak 
diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, petemakan atau perusahaan perikanan budidaya. 

Pasal 4 

-( l) -Ke-butuhan -Pupuk -Be-r-subsidi -dihitung -sesuai -dengan -anjuran 
pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan 
kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada 
Gubemur Jawa Te~. 

(2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
d:i:rin:ci menurut -kecama:tan, jenis, j1nnfa·h, ·sub ·sektor, -dan ·sebaran 
bulanan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 
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.Pasal -5 

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
c:tirinci tebih tan jut menurut keca.matan, j.ents, jumlah, sub sektor, mm 
sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peratuian Walikota. 

·(2} .Pe-r-atuFan Walikota -sebagaimana -dimaksud pada -ayat -( 1) paling lambat 
dit~tapkan p~da. ~ir bulan Desember 2015. 

Pasal6 

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempertimmm.gkan l'elm:pitatasi 'RDKK -yang ~ oleh Kepala Dinas Kola 
dan ~ diketahui:.: oleh Satuan kerja P-erangkat Daerah yang membidangi 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota setempat 

Pasal 7 

Untuk -menjamin -terpenuhinya kebutuhan .Pupuk -Ber-subsidi sebagaimana 
dimaksud daia,:n Pasai 4, pasal 5 dan pasaj 6 Wajikqt;a dapE;tt melaio..oo;m 
penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk 
yang menjadi prioritas di wili:iyah masing-masing. 
':" :.: '::' -· ~ -.: ':..:' 

Pasal 8 

Dinas Kota bersama kelembagaan penyuluhan wajib melaksanakan 
pembinaan kepada petani, petambak dan/ atau kelompok tani da)am 
penyusunan RDKK sesuai Iuas areal usaha ta.ni dan/ atau kemampuan 
penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/ atau kelompok 
-tani -di wilayahnya. 

BAB IV 
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 9 

·( l} Dalam -hal -kebutuhan .Pupuk -Ber-subsidi -sebagaimana -dimaksud -dalam 
Pa~ 5 dap Pasaj 6 t~rjad,i keku_rangan dapat dipen"Q.hi m~laiui reaioka.~i 
antar wilayah, waktu dan sub sektor dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Ho:rtikultura :Provinsi Jawa Tenga:h; 

b. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kota lebih lanjut ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Pertanian Petemakan dan kelautan .Kota 
Pekalongan . 

. (2) Provinsi yang mengalami .perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai 
akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar 
kabupat-en/kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur -atau 
r~ajq~_si an~ kapupaten/kob;l yang ditetapkan qleh K~pala. Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
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-(3} -Kota yang -mengalami pernbahan.-alokasi pupuk -be:rsubsidi -se-bagai -akibat 
dilaku:kannya reaioka.~i tm11;l,r Kt;1bupt;1t~n/kota sebagajmt;lllt;1_ qimajc~l,l_Q. 
pada ayat (1) huruf b atau realokasi antar Kabupaten/kota sebagaimana 
dimB.ksud f.>AWI. a.yat ·(2), wa.jib menindaklanjuti dengan melak'llkan 
realokasi an tar kecamatari, yang ditetapkan melalui Peraturan W alikota 
atau realokasi antar kecarnatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 
~g~.iJ:mm~ ~µq ~cm ~t ti) hµrµf P 

(4) Ap~bila ~~kasi Pupuk BC?rsubsidi di suatu kota, kecamatan pada bulan 
~rj,w.m ~ mml~~pj, prqq~~µ 9~~t in~TTY1#W)qm mP~~l P,Jpuk 
Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebeh.unnya 
dan/ atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 
I (satu) tahun. 

.. .. . BAB V 
PEN¥ALURAN PUPUK BERSUBSlf>I 

-Pasal 10 

( 1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke 
petani, petamba.k dan/atau kelbmpbk tllni melalui Penyatur Llni IV, 
ciilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menter{ Perdagangan 
tentang Pengadaaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
~~g~. 

(2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di 
~tnl JV k~ ~tm:)l, ~~~ 4~/~mµ k~)qmwk tm:)l qJ~rnr ~@gaj. 
berikut : 

-a. penyaluFan -Pupuk -Bersubsidi -oleh .Penyalur -di -Lini -IV -ke -petani, 
p~~bak d.tm/ t;11:t;lu_ k~ompqk tt;lni qill;lk~i;dcan sesuai Q~ngtm 
ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan 
Penyaturan Pupuk Be·rsubsitli untuk Sekto-r Pertanian yang berlaku 
dan dibuktikan dengan catatan dan/ atau nota pembelian kepada 
petani, petambak dan/ atau kelornpok tani; 

b . penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a 
memperhatikan kebutuhan petani, petambak dan/atau kelompok tani 
dan alokasi di 1na:sm¥-~ wilayah. 

(3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani, 
petambak -dan/atau -kelompoktani -sebagaimana -dimaksud pada -ayat (2}, 
Dina.~ KQta. terkoordint;1_~i dengi;ip kelembaga~ penyt.1,ltlht;1P 1;ingkt;1_i 
provinsi dan Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, 
sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasiaan Pupuk Bersubsidi 
sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 . 

(4) Optirnalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petani, petambak 
dan/ atau kelompok tani dilakukan melalui .pendampingan .penerapan 
pemupukan berimbang_ spesifikasi lokasi oleh Penyuluh. 

(5.) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke pe~ petambak 
dan/ atau kelompek tani dilakukan oleh. petugas pengawas rang ditunjuk 
sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kota. 

-(6} Dinas yang -memper-eleh -alokasi -dana Dekense-ntrasi -dan Tugas 
Pem~~tut;lll Kegiatan Pend,~pingi;ip Verifikt;l~i dtm V~d.a.~i P~nyajunm 
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-Pupuk Bersubsidi Tahun 2016, -melaporkan -basil :verif.ikasi -dan validasi 
peny~uran pup-µJc bersu~siQ.i ~~t;i~p buj~nya kepaQ.i;t Dir~ktu_r J~ndraj. 

{7} Has-il veri.flkasi dan validasi penyalur-an pupuk -bersubsidi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pemyataan Tanggung_ 
Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas. 

(8) Pelaksanaan verifikasi dan Yalidasi penyaluran pupuk bersubsidi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk 
Pelaksanaan Veriflkasi dan Validasi Penyalu-ran Pupuk Ber-subsidi Tahun 
2016 yang ditetapkan oleh Dh:ektur Jendral. 

-Pasal 11 

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur 
di Lini 111 rum Penyrom di Lini IV wajib me•njamin ketersediaan Papuk 
Bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak c.ian/atau kelompok tarii di 
wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan 
~q~ -qµ,:µ.·~ ~nY~wm pµp»~ ~~~»J:miqi ~~»~ ket~q~m} Ymlg per~. 

BAB VI 
HARGA E.CERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI 

Pasal 12 

(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai 
'Hlirga ·Etenm TettingggL 

~ ~~~ 

(2) Harga Eceran Tertingggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ·( 1 )t ditetapkan ·sebagai berikut ·: 

a. Pupuk Urea 
-b. -Pupuk -SP- -36 
c. PupukZA 
d.Pupuk NPK 
e. Pupuk Ur,~anik 

= Rp. 1. 800,- per kg; 
= -Rp. 2.-000,- per kg; 
= Rp. 1. 400,- per kg~ 
= Rp. 2. 300,- per kg; 
= Rp. 500?- perk,~· 

(3) Harga Eceran Tertingggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada 
·ayat ·(2) berlaku un"tllk -pembelian nle'h -peumi, p·e-umiba:k tlan/a--rau 
lcelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan se-bagai be-rikut : 

-a. Pupuk Ur-ea 
b. Pupuk SP- 36 
c. PupukZA 
d. Pupuk ·NPK 
e. Pupuk Organik 

= -50 kg; 
= 50 kg; 
= 50 kg; 
= ·50 kg; 
= 40 kg~ 
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.Pasal 13 

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
·(3J harus diberi IA"bet tambahan berwarna me·rah mudah dibaca clan tidak . . , 
i:nudah hilang/ terhapus yang bertuliskan: 

-Pupuk -Ber-subsidi -Pemerintah 
Barang f>aiam Pengawasan 

-(2} Khusus pengadaan <ian penyalur-an Pupuk Urea Ber-subsidi berwama 
merah m~da. (pink) d~ p~u.k ZA t?~r~Qbsidi berwarna_jingga (orang~). 

BAB VU 
PENGAWASAN BAN PELAPORAN 

.Pasal 14 

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan 
wrhatlap ·pengadrum tlati ·penya:lm-an -Pupuk Bersubsidi tlari •Uni I -s:ampa1 
Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
yang berWP.1, s~ melalu}.~ pengawalan t_erh,aq_ap p~ajµran Pup1*
Bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/ atau kelompok tani. 

(2) -Pelaksana -Subsidi -Pupuk wajib -melapor-kan -per-kembangan -r:ealisasi 
penyaluran Pupuk Bersu_bsidi sampai ke p~tani, petambak dan/ ata\l. 
kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur 
Jenctral. 

Pasal 15 

(1) KPPP Provinsi dan Kbta wajib melakukan pemantauan dan pengawasan 
terhadap .penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di 
wilayab.:aya . 

. (2) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh. 

Pasal 16 

·( 1} KPPP Kot.a wajib me-nyam.paikan laporan pemantauan <ian pengawasan 
terha4.ap peny~wa,n,. penggunaan dan h~a Pu.pl,1.k Ber&t,1.bsidi di 
wilayahnya ke_pada W alikota. 

(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan 
Pupuk Bersubsidi kepada Gubemur. 
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-BAB VIII 
PENUWP 

.Pasal 17 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang~ Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di Pekalongan 
~ ~ ii f iPrwm ~if> 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

-ACHMAD-ALF ARSLAN DJUNAID 

..-~ 
PENANGGUNG JAWAB 

No. JABATAN PJ RAF 
1. SEKOA ,✓ 

2. ASISTEN I 
3. KABAG HUKUM l 
4. KASUBAG '( 
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No Kota 

I PertaniaIJ. 

1 T~aman Pan~an dan Hortikultu11a 
2 P~rkebunan 
3 P~temakan 
4 Perikanan 

I 
I 

T 

) LAMPIRAN I ) 
P~RATURAN W ALIKOTA PEKAWNGAN 
NOMOR 14 TJUill]N 2016 
'Ill)NTANG 1 

l<EBUTUHAN D~ HARGP,. ECERAN TERTINGGI PUPUK B~RSUBSlDJ 
UNTUK SE~R PERTANIAN KOTA PEl~ALONG.ffi TAHUN ANOGARAN 2016 

ALOKA$1 PUPUK BER$UBSIDJ SEKTOR PERf ANIAN 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 

Jenis Pupuk (Ton) 
.. 

Urea SP-36 'Z,A NPK Organik 

460 161 90 370 215 

400 140 80 360 190 
50 ro 10 10 20 
s 5 0 0 0 
5 6 0 0 5 

W AiIKOTA PEKAWNGAN) 

Pt:NANGGUNG JAWAB 
No. JABA TAN P~AF 

1. SEKOA Ii 
2. ASl:)TEN I I ,, 
3. .t A!AG HUKUM ' 4. i K~sueAG ~ 
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Rectangle

Hukum
Rectangle



J~isPuouk : Urea 

Na Kecamatan 

1 Pekalonean Barat 
2!: Pekalonean Timur 
$ ;; Pekaj.omran Utara 
4 Pekaj.one:an Selatan 

Jumlah 

JenisPuDuk : SP- 36 

NG> Kecamatan 

1 Pekaj.one:an Barat 
2" Pekalom?an Timur 
3:; Pekalonean Utara 
4- Pekaj.one:an Selatan 

Jumlah 

LAMPIRAN ll 
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 14 TAHUN 2016 . 
TEJNll'ANG 
KEBUTUHAN. DAN HARGA ECERAN TERTINGOI PUPUK BlllRS~IDi 
UNTUK S~OR ~ANIAN KOTA P~KALONGAN TAffi;JN ANGGARAN 20~<> 

AWKASI PUPUK BERSUBSIOI SUB S{EKTOR TANAMAJN PANGAN DAN ffORTIKULTURA 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 

Peripde Bulan ( Ton ) 
Jum;lah 

Jan Peh Mair, A..,.ri} Mei "Jl.Uli Juli Aest Sent 0kt Non Des 

7.50 2 65 2 35 2.00 3.35 790 2.00 1.20 0.40 0 020 6 .30 3S75 
27.65 595 180 0.60 35,75 24 70 2.75 0 1.40 0 080 3395 135 35 
9.85 1045 12 45 0 0 13 65 4,35 1.40 0 0 0 1.80 53-95 

57.30 830 l 60 0 21.55 ~770 5 .55 0 0 0 435 18.60 174.95 

102,30 21,25 12,20· 2,60 60~65 103,95 14,65 2,60 1,80 0 5,35 60,65 40Q,OO 

Peripde Bulan ( Ton ) 
Jum;lah Jan Peb M<>r Anri} Mei Juni Juli A""'t Sent 0kt Non · Des 

2.60 0 9 0 080 0.75 1.20 2 75 070 0,45 0 15 0 0 .05 220 12 55 
9.65 2 10 060 0 ,25 l2~50 865 095 0 0 50 0 0 25 1190 47 35 
3.45 365 4 35 0 0 4.75 1 50 050 0 0 0 0.60 lA 80 

20.10 290 0 55 0 7.55 20.20 195 0 0 0 155 6.50 61.30 

35;ao 9 ,65 {>,30 Loo 2~,25 36,35 5,10 0,95 0,65 0 1,85 21,20 14Q,OO 

WALIKO'.f A• PEKALONGAN, 

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAfD 

PENANGGUNG JAWAB 
No. JABA TA PA_RAF 

1. SEKDA II 
2. ASISTEN I A 

3. KABAO HUKUM ' 
4 . ivsuaAo I l' 

-· -

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



Jen.is Puouk : ZA 

No Kecamatan 

1 Peka}ongan Barat 
2·. Peka}ongan Timur 
3;, Peka}ongan Utara 
4 Peka}ongan Selatan 

J.um1ah 

Ji . Pu k NPK eru.s lDU : 

N@ Kocamatan 

1 Pekaloni;i:an 8arat 
2~ Peka}ongan Timur 
3 ;; Pela;µongan Utara 
4 Pekalongan Selatan 

Jllllllah 

LAMPIRANill 
PERATURAN WALIKOTA: PE~NGAN 
NOMOR 14 TAHUN 2016 
TENlrANG 
KEBUTUHAN.DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BiiiRStIB,Sim 
UNTUK S~OR PEjR'IlANIAN KOTA P~KALONGAN TAJiVN ANGGARAN 20~fi 

AWKASl PUPUK BERSUBSIOI SUB S~KTOR TANA.MAN PANGAN.DAN J-{ORTIKµLTURA 
KOTA PE~ONGAN TAHUN 2016 

Peripde Bulart ( Ton ) 
Jum,iah 

Jan Peb Mar Anril Mei 'Jwu Juli Ae:st Scot 0kt Noo · Des 

1.50 0.60 045 0.45 0 ~65 1.55 0,40 0.25 0 15 0 005 1.25 7.20 
5,60 125 t) 35 0,15 7,15 4,95 0,55 0 035 0 0 15 680 27,30 
1.20 2 10 2 50 0 0 2,70 ().85 0.30 0 0 0 0,35 lQ.00 

11.so 1 70 0 35 0 4,35 11.60 1.20 0 0 0 095 3,85 35.50 

19,80 5,65 3,65 0,60 t ~~l5 20,80 3,00 0,55 0,50 0 1,15 12,25 8Q,OO 

Peripde Bulan ( Ton ) 
Jum,lah Jan Peb MB.l!• Anni. Mei J1Uli Juli Aest Scot 0kt Nop Des 

6.75 2 ,30 2.]0 l.80 3.00 7.10 1 75 1.20 0,50 0 0.20 565 32 35 
24.90 5.35 1.60 0.15 32~20 22.20 250 0 1.30 0 0.70 3060 12150 
8,90 9.40 11,20' 0 0 12.25 3,90 1 25 0 0 0 160 4850 

51,60 7,pO 1,50 0 19,40 52,00 500 0 0 0 395 16 70 157.65 

92;1s 24,65 l~,40 t,95 54,60 93,55 13, 15 2,45 1,80 0 4,85 54,55 36Q,OO 

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNMD 

PENANGGUNGJA\o:f~ 
i'Jo. JABA T AI\I P.C RAF 

1. SEKDA J, 
2. ASISTEN I l 

J 

3. KABAG HUKUM ~'ti 

4. KASUBAG I~ 

- · -

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



.Jenis Puvuk : ( ~ 

N@ Kecam.atan 

1 P~onJ;1;an Barat 
2 !! Peki:µongan Timur 
3 ;; Peki:µongan '1,Jtara 
4 Peki:µonll:an Selatan 

Jumlali 

LAMPIRANIV 
PERATURAN WALIKOTA< PEK,ALONGAN 
NOMOR 14TAHUN 2016 
TENU'ANG 

) 

KEJ3UTUHAN.DAN HARGA ECERAN TERTINGOI PUPUK aERS{IB,SID} 
UNTUK SEiKTOR PF.iR'J.1ANIAN KOTA PEKALONGAN TAHl;JN ANGGARAN 20~(> 

ALOKASl PUPUK BERSUBSIOI SUB S:EKTORTANAMAN PANGAN.DAN JIORTIKTJLTURA 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 

Petjode Bulan ( Ton ) 
Ju.m;Iah 

Jan Peb Mar, Aoril Mei 'Jlllli Juli A~st Sent . 0kt Noo Des 

3.56 1.W 1 ]2 0 .92 1.60 3.76 0.96 048 020 0 008 300 16 88 
13,08 2.80 A84 0 .24 l 6..88 11.68 1.28 0 064 0 0,40 16 48 64 32 
464 4 .88 5.84 0 0 0.48 2.08 064 0 0 0 084 25 40 

2724 4.00 0 .16 0 10 ~28 27.28 2.68 0 0 0 2.36 880 83 4:0 

48;52 12,88 $,56 l.16 28,76 49,20 7 ,00 1,12 0 ,84 0 2,84 29,1;2 19Q,OO 

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID 

~•o. JABATAN 
1. SEKDA 
2. ASISTEN I 
3. KABAG HUKUM 
4. KASUBAG 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



JenisPu,iuk : z A 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekalongan Barat 0,20 
z Pekalongan Timur 0,70 
3 Pekalongan Utara 0,25 
4ll Pekalongan Selatan l,50 

.Jumlah 2,65 

J; "Pu k NPK ems ll)U : 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekalongan Barat 0,20 
z. Pekalongan Timur 0,70 
3 Pekalongan Utara 0,25 
4li Pekalongan Selatan l,50 

Jumlab ~.65 

LAMPIRANVI 
) 

PERATURAN w~arA PEKALONGAN 
NOMO~ 14 TAHUN 2016 
TENTANG:; 
KEBU,V~ DAN1HARGA ECERAN.l'ERTJNGGI PUf'UK BERSUBSIDI 
U.NTUK SEIITOR f'ERTANIAN KOI'A PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2016 

ALOKA.$1 PUJ>µK BERSl!JBSIDI SUB SEKTOR PERKEBUNAN 
KOTA PEKAWNGA:N TAHON 2oi6., 

Periode Bulan ( Tpn ) 

Peh Mar . A'Pril Mei Juni Juli· Aest Sent 

0.05 0,05 0.05 0,05 0,20 0,05 0 0 
0 15 0 05 0 0.90 0,60 0,05 0 0.05 
0.25 030 0 0 0.35 0.10 0 0 
0 25 0,05 0 0,55 l,45 0 ,15 0 0 

0kt Non bes 
,Jumlah 

(i) 0 0.20 0.85 
(i) (j 0.85 3,35 
(1) (j 0 10 1 35 
(1) 0 0,50 445 

' 

0,70 0,45 0,05 1,50 2 ,60 0 ,35 0 0,95 © (j 1,65 10,00 I 

Periode Bulan ( Tpn J 
,Jumlah ~ 

Peb Mar · Auril Mei Juni · Juli' AllSt Sent 0kt N.oo bes 

0.05 0 05 0 .05 0.05 0,20 0 05 0 0 © (j 0.20 0,85 
0.15 0,05 0 0,90 0,60 0,05 0 0.05 (i) 0 0.85 3,35 
0.25 0.30 0 0 0,35 0,10 0 0 (i) 0 0 IO 1.35 
0.25 0 05 0 0.55 1.45 0,15 0 0 (i) 0 050 4,45 

0,70 0,45 0,05 1,50 2,60 0,35 0 0,05 (i) 0 1,65 10,0c;> 

WALlKOTA PEKAWNGAN, 

f .. JANGGUNG JAWAB 
i . . JABATAN PJ i AF -

AIP 

1. SEt{;)A /'/ 
2. ASISTEN I 

I 

3. KABPG HU~UM I 
4 . KASUBAG ~ 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



J.'Puk U ems !l1U . : . rea 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekafongan Barat 0,95 
2, Pelqtlongan Timur 3.45 
a- Pekalongan Utara J,25 
4!1 Pekalonean Selatan 7 ,15 

Jumlah 12,80 

J. . Pu k SP 36 enzs tpu, : -

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekalongan Barat 0,20 
2- Pekalongan Timur 0,70 
3 Pekalongan Utara 0,25 
41 Pekalongail Setata,n a..so 

Jumlah ~,ms 

LAMPIRANV 
) 

PERATURAN WALIKafA PEKAWNOAN 
NOMOR 14 TAHUN 2016 . 
TENTANG" 
KEBUTVHAN DAN11HAROA ECERAN TERTJNGGI PUPUK BERSUBSIDl 
tJNTUK SEKTOR PERTANlAN KOTA PEKALONGAN.TAHUN ANGGARAN 2016 

AOOKASI PUJ>µR BERSl!JBSIDI SUB SltKTOR J!>ERKEBUNAN 
KOTA PEKALONGA:N TAHUN 20~6:, 

Periode Bulan ( Tpn ) 

f?eb Mar . Aoril Mei Juni Julf 

0 35 0,35 0 25 0 40 0,95 0 ,25 
0,75 0.20 005 4 45 3.10 0,35 
l 30 1,55 0 0 l,70 0 55 
1 05 0,20 0 2,70 7,20 0,70 

3,45 2,30 0,30 7,55 12,95 1,85 

Periode Bulan ( Tpn J 
Peb Mar . A1>ril Mei Juni 

(),05 0 ,05 0,05 0,05 0,20 
0 .15 0 05 0 0,90 0,60 
0,25 0,30 0 0 0 35 
0,2'5 0 05 0 0,55 1,45 

0,70 0,45 0 ,05 1,50 2,60 

2 =NAtJGG'JNG JAWAB 
i ." · J A 8 AT AN AF 
l. SE' .. ;}\ 

2- A .. ISTEr~ I 

-2.:_ KASAG HUKUM 

4. I KA$UBAC 
~----"'-...:....-1 

Julf 

0,05 
0,05 
0.10 
0,15 

0,35 

~t Seot 

0,15 0,05 
0 0.15 

0.15 0 
0 0 

0,30 o.~w 

Almt Seot 

0 0 
0 0,05 
0 0 
0 0 

0 o,p5 

,Jurttlah 
I 

0kt Noo bes 

(i) 0 0.85 4,55 
(i) 0 4,30 16,80 
(i) 0 0,20 670 
(i) 0.55 2 40 21,95 

(i) 9,55 7,75 50,0? IJ 

,Jumlah I 
0kt Noo Des_ 

(i) 0 0,20 0,85 
(i) 0 0,85 335 I 
(i) 0 0,10 1 35 
(i) 0 0.50 445 

(i) 0 1,65 10,00 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



Jenis Punuk : Or1mnik 

No Kecamatan 
J,Sln 

1 Pekalon~ah Barat 0.40 
~ Pek~on'78h Timur l.40 
3" Pekalonean Utara 0.40 
4ll Pekalon~an Selatain 3.@0 

Jumlah 5,20 

) 
LAMPIRAN VII 
PERATURAN W ALIIKal'A PEKALONGAN 
NOMO~ 14 TAl-lVN 2016 
TENTM,JG: 
KEBUTUHJtN DANliHARGA ECERAN,.1'ERTiiNGGI PUPUK BERSUBSIOI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN Kal'A PEKALONGAN.TAHUN ANGGARAN 2016 

ALOKASI PUPµK BER:SllJBSIDI SUB SltKTOR PERKEBUNAN 
KOTA PEKALONGAN TAHUN 20~6, 

~riode Bulan ( Tpn ) 

iPeb M,Ar . Aoril Mei Juni Juli' A~t SeM 

0.40 0.40 0 0 0.40 , 0.08 0 0 
0.40 0.80 0 1.40 1.20 0.08 0 0.08 
0.40 0.60 0 0 0,20 0,20 0 0 
0.40 0.40 0 1.00 3.00 0.28 0 0 

1,60 2,20 0 2,40 4,80 0 ,64 0 0,08· 

0kt Nnn bes 
~umlah 

(i) 0 0.28 1.96 
(i) 0 1.60 6.96 
(i) 0 0.20 2.00 
(i) 0 1.00 9.08 

(i) 0 3,08 20,00 

:1 

I 
I 

PENANGGUNG JAWAB -
Cl . JA BATAN PA~AF 
1. SEKO...\ A 

I ... 
A~!STEN 1 

. ..:. . 
1 

3. IU~AG HLlfCUM J 
4. l<o\SUOAG ,~ 
~ 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



.Jenis Puouk : Prea 

No Kecamatan 
JA;n 

1 Pekalone:an Barat 0.05 
z Pekalone:an Timur 0.15 
3 Pekalone:an Utara. 0.15 
4!' Pelquomian Sela.tan 0.15 

· Jumfaii 0,50 

.Jenis Puouk 'p :S - 36 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekalon2an Barat 0.05 
2· Pekalongan Timur 0.15 
3 Pekalone:an Utara. 0.15 
4¥ Pekalone:an SelataA 0 15 

· Jumlah o;so 

) 
LAMPIRA!'I VIII 
PERATURAN-WALI~arA PEKALONGAN 
NOMOR 14 TAHiUN 2016 
TENI'ANQ 
~BUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPµK BER$1JBSIDI 
~'lTllK SEKTOR Pli;RTANIAf'il KOl'A PiEKALON(}AN TAaUN ANGGARAN 2016 

ALOKASI PUPUK BERS-µBSIDI SUB SEJ(TOR PE'IrERN.t\KAN 
Kor.A· PEKALONGAN TAHON! 2016 

Periode Bulan ( Ton ) 

Peb MAr Aoril iMei 'Jlilni Juli Ao-st Sent 

0.05 0 05 0.05 0.05 0 05 0.05 0.05 0 05 
0.15 0.10 0.10 0,10 0,10 0,10 0.10 0.10 
0.15 0.10 0.10 0,10 0 10 0,10 0 10 0 10 
0.15 0.15 0.15 0.15 0 15 0.15 0 15 0.15 

o;so 0,40 b,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Periode Bul$n ( Ton ) 

Peb Ms:ir Aoril iMei :Jttni . Juli Aest Sent 

0.05 0.05 0.05 0,05 0 05 0,05 0.05 0.05 
0.15 0.10 0.10 0.10 0..10 0 10 0.10 0.10 
0,15 0,10 0.10 0,10 0,10 0,10 0.10 0,10 
0.15 0.15 0.15 0,15 0.15 0,15 0.15 0.15 

o;so 0,40 b,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Jwnlah 
0kt Noo · Des 

0.05 0.05 0.05 060 
0 10 0 10 0.10 1.30 
0 10 0 10 0.10 1.30 
0.15 0.15 0.15 1.80 

0,40 0,40 0,40 ~.oo 

Jumlah 
0kt Non · Des 

0.05 0.05 0.05 060 
0.10 0.10 0.10 130 
0.10 0.10 0.10 1.30 
0.15 0.15 0.15 1.80 

0,40 0,40 0,40 5,00 

2. ASISTEN I 

3. ~ K AG HUKUM 

4. . i<ASUBAG I ;;...:...~~~,·----

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



~-Puk ZA ems lm.t. , : 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekaloni;i:ah Barat 0 
2- Pekalongah Timur 0 
3 Pekalongah Utara 0 
4l Pekaloni;i:an Selata;n 0 

· Jumlah 0 
'. 

Jenis Pum.tk : N PK 

No Kecamatan 
Jan 

1 Pekalongan Barat 0 
2 Pekalongah Timur 0 
3 Pelquone:ah Utara 0 
411 Pekalongah Selatan 0 

· Jumlah 0 

) ) 

LAMPIRAI'f IX 
PERATURAN WALIKOfA PEKALONGAN 
NOMOR 14 TAHj{JN 2016 
TENTANG 
~BUTUHAN DAN MARGA ECERAN TERTINl.1GI PU~K-BER$UBSIDI 
UiN1JUK SEI{TOR PERTANIAt,l KOTA Pif!:KALONGAN TAHiUN ANGGARAN 2016 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SUB SEJ(TOR PE'IIBRNA.KAN 
KO'jl'A' PEKALONGAN TAHUNt2016 

Periode Bulij.l'l ( Ton ) 

Peb MAr Aioril Mei -:.1 . ' lilnt Juli Ae:st Seot 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

. . 
Periode ~ ( Ton ) 

Peb Ma-r Ainil Mei. 'j . 
' \il.nt Juli Ae:st Sept 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 Oi 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0kt Noo 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

0kt Nop . 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

WMIKOTA..PE . 

I PENANGGUNG JAWAS I 

No. JAB A TAN PARAF 
ACH 

1. SEKOA , ~ 
2. ASISTEN I 
3. • KABAG HUKUM 5 
4. Y-ASUBAG ~ 1 

I 

Jumum 
Des 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

Jumuili 
Des 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

0 0 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



JenisPrmuk : Oreanik 

No Kecamatan 
Jcan 

1 Pekalon"8n Ba.rat 0 
2 Pekalonoan Timur 0 
3 Pekalon,zah Utara 0 
41 Pekalonean Sela.tap 0 

· Jum.Iah 0 

LAMPIRAl',r X 
PERATURAN WALIKCYI'A PEKALONGAN 
NOMOR 14 TAHiUN 2016 
TENTANG 
lqIBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK 8ER$UBSIDI 
UiN11UK SEKTOR P¢RTA'.NIA1'T KOTA PiE}KALONGMJ TAHiUN ANGGARAN 2016 

ALOKASI PUPUK BERSUl3SIDI SUB SEJ{TOR PE1i1ERNA.KAN 
KOfA'. PEKALONGAN TAHUNl 2016 

Peri¢e Bul'Ul ( Ton ) 

Peb Mar Ai>ril Mei :suni Juli Ae:st Seot 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0kt Noo · 
Jumlah 

Des 

0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

PENANGGUNG JAWAB 
No. JABATAN PAi~F 
1. SEKOA ~., 
2 . ASISiEr~ I 
3. KABAG HUKUM II 
4. KASUBA<:; , ........ 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



Jenis Pr,.tpUl . rea . k V 

Nb Kecamatan 
Jan 

1 P~kalongan Barat 0 
2 Pekalongam Tim.UJT 0 
3 P~kalongam Utara 0 
4 P~kalongam Selatan 0,45 

Jumlali 0,45 

Ji . Pu k SP 36 ems ' tlJ.U, 
. -

Nb Kecamatan 
Jan 

1 P~kalongam Bar~t 0 
2 P~ka1ongam. ~ 1il 0 
3 P¢kalongam Utara 0,50 
4 P¢kalongan Sel~tan 0 

Jumiab. 0,50 

) LAMPI~ XI ) 
PEAATURAN WALIKO'fA PEKALONGAN 
NOMOR 14 TAHON 2016,. 
TENTANG 
KEBUTUHAN DAI'j HARGA ECERAN· TERTINGGI PUPUK BERSU$SIDI 
UNTUK SEKTOR PERT~N11KOTA l>EKALOl'iGAN TAHUN 4NGGAR,AN 2016 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI $ll!JB SEKTOR PERIKANAN 
KOTA PEKAI,,ONGAN TAHUN 2016 

Periode Bulan ( Ton ) Jumlcµi 
Peb Mar· Aoril Mei Juni Juli A~st Sept 0kt No:o · nes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1 

0,45 0,40 0,45 0,40 0440 0 ,40 0,40 0,40 0,45 0 ,..40 0,40 5,()01 

0,45 o,4p 0,45 0,40 0~40 0,40 0,40 0,40 oA5 0 ,..40 (!),40 5,()01 

Periode Bulam ( Ton ) 
Jumlah 

Peb Mar· Aonl Mei Juni ' Juli A:R;st I Sept 0kt No:o· · Oes 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:1 

0,50 0,50 0,60 0,50 0~50 0,50 0,50 0,50 o.so 0►.50 0,50 6lf 
0 0 0 0 0 0 Q . 0 0 0 0 0:1 

0,50 0,$0 0~50 p,so 0,50 0,50 o,sp 0,50 0,50 o;so 0~50 6 ~00 

WALIKOTA PSKALO 
PENANGGUNG JAWAB 

No. JAB ATAN PA~AF 
1. SEKOA IJ, 
2. AS!STEN I 

ACHMAP 

• 3. KABAG HUKUi\1 !) 
4. _, l{ASUBAG bt' 1 --

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle



ems _tpU, . . Ji"Puk ZA 

Nb Kecamatan 
J:an 

1 Pekalongam. Barat 0 
2 P~kalongan Ti.m;t.ur. 0 
3 P~kalongam. Utara 0 
4 P~kalongam Sel4tan 0 

Jumlalll 0 

Ji . Pu k NPK enrs t_pU1 : 

Nb Kecamatan 
Jan 

t P¢kalongam. Barat 0 
2 P~kalongam. Turnl111 0 
3 P¢kalongam. Utara. 0 
4 Pekalongam. Selatan 0 

Jumiaa 0 

) 
LAMPIRAI'j XII 
PERATURAN W~IKOTA PEKAWNGAN 
N()MOR 14 TAHUN 2016,-
T~NTANG 
~BJYrUHAN DAfl HARGA ECERAN• TERTlNGGI l>UPUK BERSU)jJSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANJ4NIIKOTA PEKAWNGAN TAHUN 4NGGARAN 2016 

ALOKASI PUPUK BERSUBS1D1 Sl!JJB sitcroR PERIKANAN 
KOTA PEKAJPNGAN TAHUN.2016 

Periode Bulan ( Ton ) 

Peb Mar" Aoril Mei Juni · Juli Aizst · Seot 

0 0 0 0 0 0 () 0 
0 p 0 0 0 O' () 0 
0 0 0 0 0 0 () 0 
0 0 0 0 0 0 () 0 

0 () 0 0 0 0 Q 0 

Periode Bulan ( Top ) 

Peb Mar' Aoril Mei Juiii · Juli A:e:st Sept 

0 0 0 0 0 0 () l 0 
0 0 0 0 0 0 () I 0 
0 0 0 0 0 0 Q 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 p 0 0 0 0 Q I 0 

PENAtJGGUNG JAWAB 
No. JABATA 

1. SEKDA 

0kt NOD' · Des 
Jumltµ1 

0 0 0 0:1 
0 0 0 0:1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 

0 0 0 0:1 

Jumlah 
0kt. Non· · Des 

0 0 0 0.1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 

0 0 0 0.1 

NA.ID 
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Hukum
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Hukum
Rectangle



J "Pu k @anik ems ,!ptt, . l r~; . 
Nb Kecamatan 

Jan 

1 Pttkalongam Barat 0 
2 P~kalongam 'l'im)l11 0 
3 Pttkalongam Utara. 0 
4 P~kalon~am Sel~tan 0 

Jumlalt 0 

) ) 
LAMPIRAf,l XIII 
PEAA'l'URAN WAiiIKOt'A PEKALONGAN 
N()MOR 14 TAHON 2016 .. 
TENTANG 
KEBUTUHAN DAr,r HARGA ECERAN TERTINGGI l>UPUK BERSUliJSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIANIIKOTA l>EKALONGAN TAHUN ft,.NGGARAN 2016 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SW S~KTOR PERIKANAN 
KOTA PEKAl,,ONGAN TAHUN.2016 

Peri~de Bulan ( Ton ) 
Juml~ 

Mar· Mei Juni · Juli A1Zst · 0kt · Des Peb April Seot Nao• 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o:, 
0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o, 
0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o, 

0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 o:, 

WALIKOTA PIDKALONGAN, 

ACH 

PENJ,NGGU1JG JAWAB 
No. J A BATA N PAJJ.AF 
1. f- EKOA I} 
2. ASISTEN I \ 

3. ;{AS~G J.fUKUM I 
~SUBAG ~ ~ ... _ .._ olllil 

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle

Hukum
Rectangle


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

